
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian lzin 
Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten 
Purworejo; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 
2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan 
Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh 
Pemerintah Daerah, Bupati berwenang menerbitkan 
izin penyimpanan sementara dan/ atau izin 
pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun 
skala kabupaten; 

BUPATI PURWOREJO, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka menoegah dan menanggulangi 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
serta gangguan bagi kesehatan manusia yang 

. diak.ibatkan oleh limbah bahan berbahaya dan 
beracun, maka dalam pengelolaannya perlu 
dilakukan pengawasan dan pengendalian; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 
sctiap kegiatan penyimpanan sementara dan/ atau 
pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun 
skala kabupaten wajib mc!ndapatkan izin dari 
Bupati; 

OENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PEMBER1AN lZIN PENYIMPANAN SEMENTARA 
PAN PENGUMPULAN LlMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

DI KABUPATEN PURWOREJO 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 26TAHUN2014 

TENTANG 

BUPATI PURWOREJO 
PROVINSI JAWA TENGAH ·. 

•I 

SALIN AN 



Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO TATA CARA 
PEMBERlAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA 
DAN PENOUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA 
DAN BERACUN DI KABUPATEN PlJRWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor i3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Llng)rungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambehan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
scbegeimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tcnteng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ling)rungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Llmbah Bahan Berbahaya dan 
Berecun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 
Tahun 1999 tentang Perubahan Ates Pereturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolean Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 190, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3910); 

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan 
Pengelolean Limbah Bahan Berbahaya dan Bcracun; 

7. Pereturen Menteri Negara Ling)rungan Hidup Nomor 
30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan 
Pengawasan Limbah Behan Berbahaya dan Bereeun 
Serte Pengawasan Pemulihan Akibat Penccmaran 
Llmbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh 
Pemerintah Daerah; 

Mengingat 



Oalam Peraturan Oaerah ini, yang dimaksud dcngan: 
1. Oacrah adalah Kabupaten Purworcjo. 
2. Pemerintah Oacrah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. lnstansi Ungkungan Hidup adalah Satuan Kcrja Perangkat Oacrah 

Kabupaten Purworcjo yang mcmpunyai tugas pokok dan fungsi di 
bidang lingkungan hidup. 

5. Kcpala lnstansi Lingkungan Hidup adalah Kepala Satuan Kcrja 
Pcrangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup. 

6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, melakukan usaha di bidang tertentu yang 
meliputi perseroan terbatas, pcrseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMO) atau koperasi. 

7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 
8. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut 

Llmbah 83, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
mcngandung bahan berbahaya dan/atau beraeun yang karena sifat 
dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau 
merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan 
lingkungan hidup, kcsehatan, kelangsungan hidup manusia serta 
rnakhluk bidup lain. 

9. Pengelolaan L.imbah 83 adalah rangkaian kegiatan yang 
mencakup reduksi penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 
pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah 83. 

10. Reduksi Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk 
mcngurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun 
Limbah 83, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan, 

11. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan men_yimpan Limbah B3 
yang dilakukan olch penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah 
dan/atau pcnimbun Limbah 83 dengan maksud menyimpan 
sementara. 

12. Pcnghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau 
kegiatannya menghasil.kan Limbah 83. 

13. Pcngumpul Limbah 83 adnlah Badon Usaha yang melalrukan 
kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan 
Limbah B3 sebelum dikirim kc tempal pengolahan dan/atau 
pemaofaatan dan/atau penimbunan limbah 83. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM ·. 

BAB! 



Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. menccgah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup serta gangguan bagi kesehatan manusia yang 
diakibalkan oleh Limbah 83; 

b. memelihara kelestarian lingkungan hidup sehingga 1e1ap mampu 
menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; 

c. sebegai bahan pengawasan dan evaluasi tcrhadap kegiatan 
pengelolaan Limbah 83. 

Pasal 4 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalab sebagai pedoman 
dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Limbah 83 
melalui penerbitan lzin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan 
Limbah 83 di Daerah. 

Pasal 3 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b tidak tennasuk 
minyak pelumas/oli bekas. 

(I) Ruang lingkup yang diatur dalam Peratumn 8upati ini meliputi: 
a. izin penyimpanan semcntara Limbah 83; dan 
b. izin pengumpulan Limbah 83. 

Pasal 2 

RUANO LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN 

BAB II 

14. Pengangkutan Umbab 83 adalah suatu kegiatan pemindahan 
Llmbah 83 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari 
pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke 
pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau kc penimbun Limbah 
83. 

15. lzin Penyimpanan Sementara dan/ atau lzin Pengumpulan Limbeh 
83 yang selanjutnya dapat disebut Jzin adalah izin untuk 
melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau 
pengumpulan Limbah 83 di Daerah. 

. - 
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(4) Persyaratan administrasi dan dan persyaratan teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) buruf b den huruf c tercantum daJam 
Lampiran n Pcraturan Bupati ini. 

(I) Pcrmohonan 12:in Pcnyimpanan Sernentara dan/ atau Pcngumpulan 
Limbah 83 diajukan secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Pennohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan: 
a. fonnulir yang telah diisi secara lengkap; 
b. persyaratan administrasi; dan 
c. persyaratan teknis, 

(3) Format formulir pennohonan izin sebagalmana dimaksud pada ayat 
(2) buruf a tercancum daJam Lampiran I Pcraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pcnnohonan lzin 

Kegiatan pengumpulan Limbah 83 hanya diperbolehkan apabila: 
a. jenis Limbah 83 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau 
b. Baden Usaha pengumpul Limbah 83 telah memiliki kontrak 

kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun 
Llmbah B3 yang telah memiliki izin, 

Setiap Badan Usaha yang kegiatan utarnanya berupa pengumpulan 
Limbah 83 wajib memiliki: 
a. laboratorium analisa atau aJal analisa Limbah 83 di lokasi kegiatan 

pengumpulan Llmbah 83; den 
b. tenaga yang terdidik di bidang analisa den pengelolaan Limbah 83. 

Pasal 7 

Pasal 6 

(2) Izin aeoogaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati. 

Pasal 5 

(I) Sc:tiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan 
sementara dan/atau pengumpulan Limboh 83 di Daerah, wajib 
memiliki 12:in Pcnyimpanan Sementara dan/ atau lzin Pcngumpulan 
Lirnbah 83. 

Bagian Kesatu 
Umum 

PERIZINAN 

BAB Ill 

I - 
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(2) Kcputusan pcmberian lzin Pcnyimpanan Scmentara dan/stau izin 
Pcngumpulan Limbah 83 ditcrbitkan apabila pcrmohonan izin 
mcmcnuhi persyaratan administrasi dan tcknis. 

(I) Keputusan atas pennohonan izin scbagaimana dimaksud dalam 
Pssal 9 ayat (I) buruf d dapal berupa Keputusan 8upati tentang 
Pcmberian lzin atau Surat 8upati perihal Penolakan lzin. 

Pasal 10 

(5) Anggota Tim Vcrifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal ( I) harus 
mcmenuhi pcrsyaratan: 
a. tclah mengikuti pelatihan pengclolaan limbah 83; dan/stau 
b. tclah bckerja paling sedikit l (satu) t.ahun di bidang pengelolaan 

lingkungan hidup. 

(6) Tim Verifikasi sebagaimana ctimaksud dalam ayat (3) ditctapkan 
dcngan Keputusan Kepala lnstansi Lingkungan Hidup. 

(3) Pcnyclenggaraan verifikasi leknis perizinan sebagaimana dimaksud 
pads ayat (I) huruf b dilakukan oleh Tim Verifikasi yang tcrdiri atas 
kctua tim dan paling sedikit 1 [satu] orang anggota tim. 

(4) Ketua Tun Verifikasi sebagaimana dimaksud pads syal (1) harus 
Pcjabat Pcngawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang 
mcmenuhi pcrsyaratan: 
a. telah mcngikuti pclstihan pengelolaan limbah 83; dan/atau 
b. telah bckerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pcngclolaan 

lingkungan hidup. 

(2) Vcrifikasi tcknis scbagaimana dimaksud pads ayat (I) huruf b 
dilakukan sesuai scuan kerjs laporan verifikasi penzman 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan 8upati ini. 

(1) Pcmbcrian lzin Pcnyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan 
Limbah 83 dilakukan melalui tahapan: 
a. pcnilaian administrasi, yaitu pcnilaian kelengkapan pcrsyaratan 

administrasi yang djajukan pcmohon; 
b. vcrifikasi teknis, yaitu penilaian kcsesuaian antara persyaratan 

yang diajukan oleh pemohon dengon konctisi nyata di lokasi 
kegiatan yang dilengkapi dengan Serita Acara; 

c. penetapan pcrsyaratan dan ketenruan teknis yang dimuat 
dalam izin yang akan diterbitkan; dan 

d. pencrbitan keputusan pernberian lxin atau pcnerbitan surat 
penolakan lzin oleh 8upati. 

Pasal 9 

8agian Ketiga 
Tata Cara Pemberian lzin 



, 

(2) Keputusao Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit rnemuat: 
a. identitas Sadan Usaha yang meliputi name Sadan Usaha, 

alarnat, bidang usaha, narna penanggungjawab kegiatan; 
b. sumber Llrnbah 83; 
c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah 83; 
d. jenis dan kara.kteristik Li.mbah 83; 
e. kewajiban·kewajiban yang harus dilakukan, antara lain: 

1. mcmatuhi jenis Lim bah 83 yang disimpon/ dikumpulkan; 
2. mengikuti persyaratan penyi.mpanan dao/atau 

pengumpulan Limbah 83 sesuai dengao peraturan 
perundang·undangan; 

3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau 
pengumpulan sesual dengan jenis dan karakteristik Llrnbah 
83; 

4. mencegah terjadinya tumpahan/oeceran Limbah 83; 
5. meocatat neraca Limbah 83; 

(1) Keputusan berupa persetujuan penerbitan lZ1Jl sebagairoaoa 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
8upati. 

Pasal 13 

(2) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan te.knis 
kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifi.kasi 
teknis dilaksana.kan. 

(I) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan 
admin.istrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 
(tt\iuh) hari kerja setelah permobonan izin dan dokumen 
administrasi diterima. 

Pasal 12 

(2) Dalarn hal pennohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, pennohonan 
izin dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaik:i/ dileng)capi. 

(3) Apabila dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan pennohonan 
izin, maka pennobonan izin dianggap disetujui. 

(1) Keputusan Bupati tentang Pemberian lzin· sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 10 ayat (1) diterbitkan dalam waktu paling lama 45 
(empal puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat 
permohonan izin seeara lengkap. 

PasaJ 11 



I 

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau care 
penyimpanan dan pengumpulan Limbah 83, Pemohon wajib 
mengajukan pennohonan izin baru. 

Pasal 16 

(3) Pennohonan perpanjangan lzin disertai dengan Keputusan tentang 
Pemberian lzin yang akan diperpanjang. 

(4) Pennohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menggunakan fonnulir sebagaimana tcrcantum daJam Lampiran 
V Peraruran 8upati ini. 

(5} Tota care pennohonan dan pencrbitan pcrpanjangan izin dilakukan 
sesuai dengan ketentuan pennohonan izin baru, 

(2) Pennohonan perpanjangan izin sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
pada ayat (1) diajukan kcpada 8upati paling lambat 60 (enam 
puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir. 

(1) lzin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah 83 berlaku 
selama 5 (funs) tabun dan dapat diperpanjang. 

Pasal 15 

Bagian Keempat 
Maaa Berlaku lzin dan Perpanjangan lzin 

(2) Penolakan sebngaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam 
bentuk surat 8upati dengan disertai aJasan penolakan. 

(1) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud daJam Pasal 10 
ayat (1) dilakukan apabila pennohonan izin tidak memenuhi 
persyaratan adrninistrasi dan/atau tcknis. 

Pasal 14 

(3) Pencatatan neraca Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e angka 5 dilakukan sesual format sebagairnana tercantum 
dalam Lampiran IV Peraturan 8upati ini. 

6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau 
pengurnpulan Limbah 83; dan 

7. menyampaikan Iaporan kegiatan -. perizinan penyimpanan 
dan/atau pengumpulan Limbah 83. 

r. sistem pengawasan; dan 
g. masa berlaku izin. 



(4) Anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memenuhi persyeratan: 
a. telah mengjkuti pelatihan pengelolaan Limbah 83; dan/atau 
b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan 

linglrungan hidup. 

(1) Penyelengg;uaan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah 83 
dan pelaksanaan pemulihan akibet pencemaran Limbah 83 
dilekukan oleh Tim Pengawas. 

(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
ketua tim den paling sedik:it I [satu] orang anggota tim. 

(3) Ketua Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang 
memenuhi persyaratan: 
a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan Llmbah 83; dan/atau 
b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan 

linglrungan hidup. 

Pasal 19 

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan 
Llmbah 83 dan pemulihan akibat pencemaran Limbah 83 skala 
kabupaten. 

Pasal 18 

PENGAWASAN 

BAB rv 

(3) Pencabutan mn sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
harus lebih dahulu diberikan peringatan tertulis berturut-turut 2 
(dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan. 

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan 
pengelolaan Limbah 83 sebagaimana diatur di dalam keputusan 
pemberian izin. 

(1) lzin pengumpulan dan/atau penyirnpanan Limbah 83 berakhir 
apabila: 
a. telah habis masa berlalru izin; atau 
b. izin dicabuL 

Bagian Keenam 
Berakhimya Izin 

Pasal 17 
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(3) 8iaya penyelcnggaraan pengawasan pelaksanaan pcngelolo.an 
Llmbah B3 dan pelaksanaan pemulihan o.kibat pencemo.ran Umbah 
83 skala kabupaten, dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) 8iaya operasional penilaian administrasi dan vcrilikasi teknis 
persyaratan permohonan izin dibcbankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dacrah sesuai dcngan ketcntuan 
pcraturan pcnmdang-undangan. 

(1) Permohonan izin tidak dipungut biaya. 

Pasal 21 

PEMBIAYAAN 

BABV 

Pejabat Pengawas Llngkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayal (3) berwenang: 
a. memasuki areal penghasit, pcnyimpanan, pemanfuatan, 

pengumpulan, pengolahan dan penimbunan Llmbah B3 dan areal 
linglrungan teroemar Limbah 83; 

b. mengarnbil contoh Limbah 83, dokumcn adrninistraal Limbah 83, 
dan contoh lainnya; 

c. meminta kcterangan yang berhubungan dcngan pelaksanaan 
pengclolaan Limbah 83 dan pelaksanaan pemulihan Ungkungan 
akibat pencemaran Llmbah 83; 

d. mclakukan pemotretan; dan 
e. memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap 

perizinan pengclolaan Llmbah 83. 

Pasal 20 

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diselenggarakan 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Instansi Lin~gan Hidup. 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2014 NOMOR 26 SERI E NOMOR 20 

TRI HANDOYO 

Diundangkan di 
pad a tanggal 17 Ju Ii 20 14 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd 

MAHSUN ZAlN 

Oitetapkan di Purworcjo 
pada tanggal 17 Juli 2014 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahlcan pengundangan 
Peraturan ini dengan pencmpatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten 
Purworejo. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 



Jenis izin No Persetuiuan I lzin 
1. AMDAL/UKL/UPL 
2. lMB 
3. lzin Lokasi 
4. SlUP 
5. HO 
6 . 

7. lzin-izin yang 
diperoleh 

6. NPWP 

: 1 •.••••.•• 1. •..••...... I 1 ...••. 1. ••.•.•.••.•••.••. 

5. Nomor/ Tanggal Akte 
Penclirian •• 

4. Jenis Usaha 
3. Nomor TeJn7Fax 

······································································· Kode Pos: 1 .l 

1. Nama Perusahaan . 
2. Alamat . 

B. Keterangan tentang perusahaan 

: , .l 11 ..••... 1 •...••.•..•.••.••• 
4. Alamat e0mail 
3. Nomor Telu/Fax 

Kode Pos : 1 ••••••••••••••••••• \ 

2. Alamat 
1. Nama Pemohon 

A. Keterangan tentang pemohon 

Dengan ini ka.mi mengajukan pennohonan izin penyimpanan dan/atau 
pengumpulan* limbah dengan data-data sebagai berikut: 

Tempat 

Kepada: Yth. 
Bupati Purworejo 
di- 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

FORMULIR PERMOHONAN 
!ZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENOUMPULAN LIMBAH 83 

LAMPIRANI 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 26TAHUN 2014 
TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN 
SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
DI KABUPATEN PURWOREJO 



MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd 

( " ""." " ""." , 
Nama, tanda tangan pemohon clan 

atempel peruaahaan, 

.............................................. , ········· 

Catalan: 
I. Syarat minimal Jampiran tenebut tetap mcmperhatikan dan menyesuai'lcan ko.ndisi 

pengelolaan limbah 83 yang ads. 
2. P'I • Kegjatan penyimpman; PK • Kegjatan pengumpulan; 
J. • • Seauai pengajuan izin 
4. •• • Tertera kegiatan bidang atau aub bidang kegiatan pengelctaan limbah 83 kecuali 

untuk kegiatan penyimpanan 
,. ••• • untuk menjelaakan lokasi limbah 83 yang akan dikumpulkan 

1. ,/ ,/ 

2. ,/ ,/ 

3. ,/ ,/ 

4. ,/ ,/ 

s. ,/ ,/ 

6. ,/ 

7. ,/ ,/ 

8. 
,/ 

9. ,/ 

10. ,/ 

11. ,/ ,/ 

12. ,/ ,/ 

13. ulan ••• ,/ 
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Data Hasil Keterangan 
NO Penzecekan 

Ada Tidal< 
I. Keteranzan Tentanz Permohonan 

a. Pemohon 
1) Nama Pemohon/Kuasa ...... . ..... 
2) Alamat ...... ...... 
3) Nomor Telp/Fax . " ... ...... 

b. Perusahaan 
1) Nama Pemohon/Kuasa ...... ...... 
2) Alamat Kegiatan ...... ...... 
3) Nomor Telp/Fax ...... . ..... 
4) Bidang Usaha ······ ...... 
5) NPWP ...... ...... 
61 SIUP 

2. Keterangan Tentang Lokasi 
a. luas ...... . .. " . 
b. letak ...... ······ c. titik Koordinat 

3. Keterangan Pengelolaan Limbah 83 
a. spcsilikasi tempat pcnyimpanan ...... . ..... 
b. jumlah, Jenis dan Karakt.eristik limbah ...... . ..... 

yang akan disimpan ...... . ..... 
c. uraian proses produksi .. .... . ..... 
d. alat pencegahan pcncemaran limbah " .... ...... 

cair dan emisi 
e. perlengkapan sistern tanggap darurat 
r. peta lokasi tempat kegiatan (lay out clan 

desain TPS) 
g. uraian tentang cara penanganan limbah 

(kemasan, penyusunan/ penataan) 

Nama Perusahaan : . 

Lernbar daftar kelengkapan administrasi lzin Penyimpanan dan/atau 
Pengumpulan Limbah 83. 

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS 
!ZIN PENYlMPANAN DAN/ATAU PENOUMPULAN UMBAH 83 

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI 

LAMPIRAN 11 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 26TAHUN 2014 
TENTANO 
TATA CARA PEMBERIAN !ZIN PENYrMPANAN 
SEMENTARA DAN PENOUMPULAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
DI KABUPATEN PURWOREJO 
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Lokasi lempat pengumpulan limbah 83 harus memenuhi persyaratan 
teknis antara lain: 
I. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah 83 harus sesuai 

dengan peruntukan rencana tats ruang daerah setempat; 
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 Ilima 

puluh) meter; 
3. Lokasi bebas dari banjir; 
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman 

padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, 
fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 (seratus) 
meter; 

5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti 
garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur 
penduduk; 

6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar 
alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 (tiga ratus) 
meter. 

8. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH 83 

Lokasi untuk penyimpanan limbah 83 harus memenuhi persyaratan 
teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap 
lingkungan sekitamya antara lain: 
1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan; 
2. Merupakan daerah bebas banjir; 
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan 

Jain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan 
atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum. 

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LlM8AH 83 

11. PERSYARATAN TEKNIS 

Data Hasil Keterangan 
NO Penzecekan 

Ada Tidak 
h. uraian ten tang tindak lanjut 

penyimpanan/pengumpulan limbah 83 
i. linalmn area keziatan oenzumoulan 

4. Kelengkapan Dokumen 
a. Akte pendirian perusahaan ...... . ..... 
b. lzin lokasi . . " .. . ..... c. lzin Mendirikan 8angunan ······ . ..... 
d. lzin HO ...... . " ... e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL ...... .. .... 

Catalan: 
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1. 8angunan untuk tempat pengumpuJan dan tempat penyimpanan 
sementara limbah 83 harus memenuhi persyaratan teknis antara 
lain: 
a. memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang 

sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumJah Limbah 83 yang 
disimpan; 

b. bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan 
rnemiliki ventilasi udara yang memadai; 

c. terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung 
maupun tidak langsung; 

d, memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang 
memadai; 

e. lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak 
retak; 

f. mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar; 
g. bangunan dilengkapi dengan simbol; 
h. dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan; 
i. apabila tempat penyimpanan yang diguna.kan untuk 

menyimpan Limbah 83 yang mudah terbakar, maka bangunan 
tempat penyimpanan Limbah 83 harus: 
1) tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan 

api; 
2) lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan 

atau sumber panas. 
j. bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpanan 

Limbah 83 yang mudah meledak, maka bangunan tempat 
penyimpanan Limbah 83 harus: 
1) kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap 

harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. 
kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi 
atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan 
mengarah ke atas (tidak kesamping); 

2) suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam 
kondisi normal. 

k. apabila tempat penyimpanan yang digunakan untuk 
menyimpan Limbah 83 yang mudah reaktif, korosif dan 
beracun, maka bangunan tempat penyirnpanan Limbah 83 
harus: 
I) kontruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna 

memudahkan pengamanan Limbah 83 dalam keadaan 
darurat; 

2) kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap 
korosi dan api. 

I. dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah: 
1) jika yang disimpan 100% Limbah 83 berupa fasa cair, maka 

tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk 
menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume 
minimal 110% dari volume kernasan terbesar yang ada. 
Untuk menentukan volume bak penarnpung lihat contoh 
perhitungan dibawah ini: 

C. TEMPAT PENYlMPANAN 
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Dari ketiga pcrhitungan di atas maka volume bak 
penampung yang diambil adalah volume bak pcnampung 
terbesar dalam hal ini 0.23 m3. 

2) lokasi bak pcnampungan scbaiknya berada di dalam tcmpat 
pcnyimpanan dan jika bak penarnpung berada di luar 
tempat pcnyimpanan, maka: 
a) bak pcnarnpung harus dalam keadaan tertutup: 
b) bak pcnampung harus dibual kedap air; 
c) saluran dari lokasi tumpahan daJrun ternpat 

pcnyimpanan menuju bak pcnarnpung harus dalam 
keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan 
kemiringan minimal 1% menuju bak penampung. 

• 3, 14 • (0, 15)2 • 0,65 
• 0,05 m3 

3) Orum plastik - n (r2)Ddn1111 pl•otik tipe B * tdrum plaatik ope B 
Tipe B 

• 3.14 • (0,2)2 • 0,5 
• 0,06 m3 

2) Orum plastik • n (r2)Ddrwn plutik tip< A* l:dnim plaMilc npe A 
TipeA 

• 3,14 • (0,3)2 • 0,8 
• 0,23 m3 

• 0 (r2)d.w,, oil beku * ldn.m .. bdul8 1) Drum Oli 
Bckas 

Jawab: 
Kita bandingkan dari ulcuran-ukuran kemasan yang ada 
yaitu: 

Dari contoh kasus di atas, maka bcrapa selayaknya volume 
minimal dari bak penampung: 

Jika disimpan limbah cair yang lerdiri dari oli bekas dan 
solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk 
drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm, scdangkan 
soluoenl kadaluarsa dikemas dalam drum plastllc dengan 
ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; 
drum B 30 cm tinggi 65 cm. 

Contoh Kasus 1: 

Contoh Perhitungan 
Pcrhitungan untuk mengetahui volume minimal dari 

bak penampung (untuk penyimpanan limbah 
denganl00% rasa cair] 
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1. Pra pengernasan 
a. mengetabui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian 

laboratorium; 
b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan 

kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan 
dike mas. 

0. PENGEMASAN 

3. Tempat penyimpanan Limbah 83 dapat berupa tanki atau silo. 

2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu 
tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, 
dn11ing cutting, maka ternpat penyimpanan dapat didisain sesuai 
dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang 
ditet.apkan pada angka 1. 

3) Penyimpanan Limbah 83 fasa cair yang mudah menguap 
dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total 
volume kemasan. Jika yang disimpan berupa fasa padat, 
maka: 
a) tempat penyimpanan tidak memerlukan bak 

penampung; 
b) lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan. 

m. jika yang disimpan Limbah 83 yang memiliki aifat self 
combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak 
langsung dengan oksigen. 

n. jika Limbah 83 yang disimpan bcrupa fasa padat dimana 
kandungan air masih memungkinan terjadi rembesan atau 
ccccran (misaJ sludge IPAL), maka: 
1) tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan 

volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan 
volume ceceran; 

2) bak penampung harus dibuat kedap air; 
3) kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak 

penampung. 
o. Jika yang disimpan berupa limbah 83 dengan karakteristik 

berbeda, maka : 
1) perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang 

berbeda karakteristik; 
2) memerlukan bak penampung dengan volume yang 

disesuaikan; 
3) bak penampung harus dibuat kedap air; 
4) kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak 

penampung. 
p. jika bangunan ternpat penyimpanan berada lebih tinggi dari 

bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir; 
q. luas area tempat penyimpanan: 

Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah 
limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan 
mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 
hari. 
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2. Persyaratan Umum Pengemasan: 
a. kemasan Limbah 83 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan 

bebas dari pengkaratan serta kebocoran; 
b. bentuk ukuran dan bahan kemasan Limbah 83 disesuaikan dengan 

karakteristik Limbah 83 yang akan dikemas dengan 
mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam 
penanganannya; 

c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tang)ci berbentuk 
silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari 
bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, 
atau PVC ) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang 
clipergunakan tidak bereaksi dengan Limbah 83 yang disimpan; 

d. Limbah 83 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan 
secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabet 
Kesesuaian) 

e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, 
jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan 
kemungkinan terjaclinya pengembangan volume limbah, 
pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan; 

f. jika kemasan Limbah 83 sudah dalam kondisi yang tidak layak 
(misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan pennanen) 
atau jika mulai bocor, limbah 83 tersebut harus clipindahkan kc 
dalam kemasan lain yang mernenuhi syarat sebagai kemasan bagi 
Limbah 83; 

g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan 
memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi 
penyimpanan dan pengumpulan Lirnbah 83: 
1) Sirnbol yang dipasang pada kernasan Limbah 83 harus sesuai 

dengan karakteristik limbah yang dikernas. 
2) Simbol yang dipasang pada kemasan Lirnbah 83 harus 

rnempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih 
besar. 

3) Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah 83 harus terbuat 
dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang 
mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada 
permukaan kemasan. 

4) Simbol yang dipasang pada kernasan Lim bah 83 harus dipasang 
pada sisi - sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain 
dan mudah terlihat. 

5) Simbol yang dipasang pada kemasan Limbah 83 tidak boleh 
terlepas, atau dilepas dan diganti dengan slmbol lain sebelurn 
kemasan dikosongkan dan clibersihkan dari sisa-sisa Lirnbah 
83. 

6) Sirnbol yang dipasang pada kernasan Lirnbah 83 yang 
kemasanya telah clibersihkan dan akan clipergunakan kembali 
untuk pengemasan Limbah 83 harus diberi label •KoSONG" 

7) Label harus dipasang pada kemasan Limbah 83 yang berfungsi 
untuk rnemberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan 
kuantitaif dari suatu Limbah 83 yang dikemas 
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OBSERVASI 
NO OBYEK UNGKUP 

I KETERANOAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN YA TIOAK 

I Admin.istrasi a. Nomor 
Ptn-"·an Jzi:n 
b. T.,,.i 
Pat-;uan 1zin 
c. Jcni.s izin D Penyimpanan 

D Pengumpulan 

2 Jenis Limba.h Prcdikai Umbah 83 yg 
Yang Disimpen Karnku:ristik Limboh 83 diham1k.an per satuan 

waktu 
Faac cair a. Oli bckas 

b. Solvent bckas 
c. 1binner beka1 
d. OU lecbutkanl 

..... pedat a. Aki bckao 
b. Snent catAlvat 
c. dll locbutl<anJ 

3 Sumbcr Umbeh Perull&haan Jcnis Limbah 83 Volumeyg IJomat Pen(lhasil 
(Untuk kcgiatan Pen&l>asil dlkumpulkM Umboh 83 
pengumpulan) Umbeh83 

I. 
2. 
3. 

CHEKLIST VERIP'IKASI LAPANOAN 

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN 

h. Limbah 83 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan 
jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah); 

i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan 
karakteristik limbah yang disimpan; 

j. Setiap limbah 83 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag 
atau drum dialasi dengan palet. 
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4 Kondisi bangu.nan ._ Kondisi atap 
~boooran; [fil I Tidak I 
Behan «uap: I I 

b. Din<fing bangunan 
Behan dinding: I ' 
Tinl!lli dinding: Om 

c. Lanlai 
Ba.hen kedap o!r: [fil I Tidak I 
Ktmiringan luntai: I Ad• I I Tida1c I 

% kcmiringan c:::J"' 
An,h kemiringan I I 

d. Bak pcna.mpung 
oecera.n 1.83 cair Bak pcnampung: ~ I Tidak I 

D TertuNp 

D Tidak Tertutup 

Lctak bak pcnampung: I I 

Kapasit.as: I I 

Saluran ceceran L83 El B cair. 

O TertuNp 

D Tidak 
Tenutup 

e. Si.stem pcncn.ngan I Cukup I I Tidok I Ketemngan : .................. Cukul! 

r. Vcnu'lasi udo.ra I Cukup I I Tidok I Ketcro.nga.n : .................. Cukul! 

e. Simbol L-83 di luar 
bangunan [Mi] I Tidak I Kctcrangnn : .................. 

r. Janak dari rasum 
aepcnlRS,pa-, 
ackolah, 
pemuldman, dll 
(untuk tempat I Im Kctcran,gan: ................. 
--·m-·lanl 

g. Titik Koordinat 
lctak ban~•=ft 
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MAHSUN ZAIN 

Ttd 

BUPATI PURWOREJO, 

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINO""' 

s Ketenruan a. Simbol dan label 
Tamb<lhan kemasan [MD I Tidak I Kcterangan: .................. 

b. Pcnataan kemaaan 
[,.83 [MD I Tidok I Ketera.ngan : .................. 

c. SOP penyimpanan 
[MD I Tidak I KetCTanp.n : ................•. 

d. SOP 1AJ1889p 
darura, CM!J I Tid,ok I Kctcran.gnn : .................. 

e, Rcncana 
pcngclolaan lr83 ~ r Tidak I Kc:tcrang:an : .................. eei ... ;;.:ut.ova 

r. _,partw 
[,.83 acouai dcnpn 

f"Aci'al karaktcrisllkn•a I Tidak I Ketc.ranvan : .................. 
g. APAR lMLJ I Tidak I Keterangan : .................. 

b. Safety shower I Ada I l Tidak I Keterangan : .................. 

l Logbook I Ada I I Tidal< I Keterangan : .................. 



I. Pcndahuluan 
A. Ga.mbaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis 

Limbah Yang dihasilkan) 
8. Izin Yang Dimohon 

II. Dasar Hulrum Pelaksanaan 
A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan 
B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan 
C. Ketentuan Perundangan Ling)rungan Hidup 

III. Tim Verifikasi 
A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan) 
8. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP) 
C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi 

IV. Eksistensi Pela.ksanaan 
A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan 

{Kondisi existing) 
B. Jwnlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola 
C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan 
D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya 
E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran 
F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat 
G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas 

penyimpanan dan la.ma masa penyimpanan sementara (khususnya 
untuk penyimpanan dan penimbunan) 

V. Pendekatan Teknologi (~ khususnya untuk pengolahan, pemanfataan, 
Pengumpulan) 

VI. Keadaan Negara Lain ( ~ sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk 
pemanfaatan) 

VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi 
SK/Ditolak, karena (harus bisa menjawab Mengapa, 
Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana) 

VIII. Kesimpulan 
A. Verifikasi Administrasi 
B. Verifikasi Teknis 
C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu 

ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI 
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH 83 

IAMPIRAN Ill 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 26 TAHUN 20 l4 
TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN !ZIN PENYIMPANAN 
SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
DI KABUPATEN PURWOREJO 



MAHSUNZAIN 

1'td 

BUPATI PURWOREJO, 

D.Lampiran 
1. Photo-photo; 
2. Posisi Koordinat; 
3. Serita Acara: 

a. Form Serita Acara; 
b. Notulensi Verifikasi Lapangan; 
c. Agenda kegiatan Lapangan; 

4. Rekomendasi; 
5. Draft SK Perizinan. 
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C (+) TON RESIDU' 

TOTAL 

2 dst 

I .. 7. PERLAKUAN 
LAINNYA 

2 dal 
1.. . 6. EKSPORT 
2 dat 

1.. . 5. DISERAHKAN KE 
PIHAKUJ 

2 dlt 
1.. .. 4. DmMBUN 
2 dat 
I .. 3. DIOLAH 
2 dat 
! .. 2. DIMANFAATKAN 
2 .......... dat 

1. DISJMPAN 

ADA TIDAK KA· 
ADA DALU· ARSA 

PERIZINAN 
UMBAHB3 
DARI KLH 

JUMLAH JENIS DOKUMEN 
(TON) UMBAH KONTROL 

YANG 
DIKELOLA 

1.. ......... 

A l+I TOTAL 

................................................................ 
l--+--------1-------l 

................................................................ l---+--------+------1 
l--+--------1-------l . 
>---+----------- . 

CATATAN: JENI$ AWAL J1JMlAH 
l-+----"UMB,=e,:Alie!!..._--4__crrot:..::::!!L.Nl~ . 

B (·I 

II PERLAKUAN: 

Bidang usaha 

Periode waktu 

Nama Perusahaan 

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 26 TAMUN 2014 
TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN 
SEMENTARA DAN PENGUMPULAN UMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
DI KABUPATEN PURWOREJO 
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MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

1'td 

(Pihak Perusahaan) 

ttd 

..................... ' . 
Mengetahui, 

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benamya sesuai dengan 
kondisi yang ada. 

JUMLAH UMBAH 0 (+) ............... TON 
YANG BELUM 
TERKELOLA•• 

TOTAL JUMLAH (C+O) ••.........• TON 
LIMBAH YANO 
TERSISA 

KINERJA 
PENOELOLAAN ((A-(C+D))/A)' 100%) • .....•............ %. 
LB3SELAMA 
PERJODE SKALA 
WAKTU PENMTAN 

KETERANOAN: 
• RESIOU adalah jumlah limbah teniaa dari proeca perlakuan eeperti abu 

ineenerator, bottom aah dan atau Oy a&h dari peme.nfe.atan sludge oil di boiler, 
residu dari penyimpanan dan pcngumpulan oli bekas dll 

•• JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA e.dalah limbah yang clisimpan 
melebihi akala waktu eenaatan, 

-- - 



7. NPWP 

6. No Persetujuan 
Prinsio 

5. No / Tanggal A.kte 
Pendirian 

4. Jenis Usaha 
3. Nomor Teln/Fax : 1 1.. I 1 \ . 

2. Alamat . 
I. Nama Perusahaan . 

Kode Pos ! } 

8. Keterangan tcntang perusahaan 

4. Alamat e•mail 
3. Nomor Teln/ Fax 1 .1 ..•.....•••••. 11 1.. ············ 

Kode Pos : , } 
oo o oo o o o o o o o o o • o • • • • o ,o • • • • • • • • • o • • • • • • o o o o o o o o' o o o o o o' o o I••••• o • • • • • • • • •o oo o o 

.............................................................................. 
2. Alamat 
1 . Nama Pemobon 
A. Keterangan tentang pemohon 

Dengan ini kami mengajukan pennohonan izin penyimpanan dan/ atau 
pengumpulan limbah 83 dengan data-data sebagai berikut: 

Tern pat 
Perpanjangan izin 
Penyimpanan dan/atau 
Pengumpulan Umbah 83• 

Kepada Yth: 
Bupati Purworejo 
di- 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN !ZIN PENY!MPANAN 
DAN/ATAU PENOUMPULAN LIMBAH 83• 

LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 26 TAHUN 2014 
TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN !ZIN PENYIMPANAN 
SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
DI KABUPATEN PURWOREJO 
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MAHSUN ZAIN 

Ttd 

BUPATI PURWOREJO, 

( ) 

Nama, tanda tangan pemohon, dan 
stempel perusahaan 

.............................................. , . 

Jenis izin No Persetuiuan I Izin 
8. Izin-izin yang 1. AM DAL . ................................ 

diperoleh 2. !MB ································· 3. Izin Lokasi ································· 4 . ........................... . ................................ 
C. Keterangan tentang izin pengelolaan Limbah 83 yang diajukan 

1. Jenis Izin : Penvimoanan I Penzumoulan 2. Peroanianean izin ke : 1/11 /m /IV I ..... 
3. Tanggal Habis Masa : 

Berlaku Izin ................................. 
Sebelumnva 

4. Kelengkapan 1. Fotocopy izin sebelumnya; dokumeo terlampir: 2.Laporan neraca limbah 83 periode 4 waktu 
pentaatan terakhir; 

3.Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. jenis, karakteristik, jumlah limbah 83 yang 

disimpan/dikumpulkan; 
b. Iokasi/ area tempat penyimpanan/ 

pengumpulan; 
c. desain tempatpenyimpanao/peogunipulan 
d. fotocopy kontrak kerja deogan pihak ke Ill 

yang telah mendapatkan izin; 
Cata tan f*l Corel vane: tidak oerlu 

 


